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ABSTRAK 

PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 
(KUHP) PADA PERISTIWA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG 

MENGAKIBATKAN IDLANGNY A NY A WA 

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan) 

O L EH 
HENDRIK SEFRILANDO TOBING 

NPM : 07 840 0213 
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

Pembahasan skripsi ini adalah tentang diterapkannya ketentuan Pasal 359 
KUH Pidana dalam hal terjadinya suatu peristiwa pelanggaran lalu lintas yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan mengambil penelitian di 
Pengadilan Negeri Medan. Untuk melakukan penelitian ini maka diajuk:an 
pennasalahan yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kelalaian 
pengemudi kendaraan dalam·pelanggaran lalu lintas dan bagaimana sanksi hukum 
yang diterapkan dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya jiwa 
orang lain. 

Matinya orang lain dengan tidak sengaja; adalah karena perbuatan 
. seseorang mengakibatnya matinya orang lain. Dimana matinya orang lain tersebut 

bukan sebagai maksud tetapi semata-mata akibat perbuatannya yang akibatnya 
tidak diperkirakan dapat menyebabkan orang lain mati. 

Pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 
ayat (1) adalah "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang 
terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna 
Jalan, serta pengelolaannya.". 

Dari hasil pengolahan data tersebut maka didapatkan hasil sebagai berikut 
Penerapan Pasal 359 KUHP pada peristiwa pelanggaran lalu lintas yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa dapat adanya kelalaian terjadi karena 
perbuatan si pembuat yang mengakibatkan matinya orang lain tersebut buk:an 
merupakan suatu kehendak tetapi hanya merupakan akibat yang ditimbulkan dari 
kelalaian itu sendiri. Faktor-faktor yang ditemui dalam penerapan Pasal 359 pada 
peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa adalah pada dasamya memiliki 
kesamaan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu 
lintas yang datangnya dari perilaku pengemudi kendaraan bennotor tersebut 
seperti, keadaan sikap pengemudi, kondisi fisik pengemudi, sikap kekanak -
kanakan pengemudi, taraf intelektual pengemudi dan rasa ketenteraman 
pengemudi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terns 

menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara 

adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan 

penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Fungsi hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat 

memberikan arahan dalam pembangunan bidang hukum, bahwa hukum tampil di 

depan dan memberikan arah pembangunan. 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini dan tingkat 

pertumbuhan penduduk yang terns bertambah pula populasinya, maka diperlukan 

adanya sarana dan prasarana transportasi yang yang memadai dari segi kualitas 

maupun kuantitas. Berbagai merek kendaraan bermotor telah merambah di 

berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga 

di wilayah pelosok negeri ini, bahkan di daerah pegunungan tidak mau 

ketinggalan untuk memiliki kendaraan bermotor. Tentu saja tidak hanya jenis 

kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) melainkan kendaraan beroda empat 

(mobil), kendaraan transportasi umum sampai kendaraan transportasi beroda di 

atas empat. Baik kendaraan pribadi maupun milik perusahaan milik kelembagaan 

sudah tidak asing lagi bagi penduduk di Indonesia. 

Sementara itu perilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat im 
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mengalami hal-hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya 

kendaraan bermotor yang ada di jalan disertai dengan bertambah panjangnya 

jalan. Sehingga masalah yang timbul di jalanpun semakin banyak, kepadatan lalu 

lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan 

terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan 

kecelakaan lalu lintas. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai 

dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang 

memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu. 

Dengan keadaan tersebut berarti terdapat sesuatu perubahan dari kondisi 

sebelumnya yang tidak dibarengi dengan kesadaran dari pengguna jalan untuk 

tertib dalam berlalu lintas, sehingga dengan hal itu memerlukan perencanaan yang 

matang dan terarah, sehingga tujuan yang diinginkan oleh masyarakat luas dapat 

tercapai. Jalan dalam bentuk apapun terbuka untuk lalu lintas, sebagai sarana dan 

prasarana perhubungan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Setiap 

pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif 

dan lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan 

dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau 

bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan 

hukwn yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam 

berlalu lintas. 

Diharapkan peraturan yang · ada dapat menjadi pedoman dalam 

mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat 

mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Tidak semua orang 
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